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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango berdasarkan tiga 

indikator utama, yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data 

kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja BKPD telah berjalan dengan baik. Aspek akuntabilitas, BKPD 

mampu mewujudkan keterbukaan informasi melalui laporan keuangan 

yang transparan dan dapat diakses publik, serta melibatkan pemangku 

kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program. Aspek 

responsivitas, BKPD mampu memberikan tanggapan cepat dan tepat 

terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan regulasi, serta 

menghadirkan layanan berbasis data yang akurat. Sementara pada aspek 

responsibilitas, BKPD menunjukkan kepatuhan terhadap aturan 

pemerintah pusat dan daerah, menjaga keberlanjutan kinerja melalui 

penguatan SDM, perencanaan jangka panjang, pemanfaatan teknologi, 

serta penerapan etika organisasi melalui disiplin kerja, sosialisasi kode 

etik, dan keteladanan pimpinan. BKPD menunjukkan kepatuhan terhadap 

aturan pemerintah pusat dan daerah, menjaga keberlanjutan kinerja 

melalui penguatan SDM, perencanaan jangka panjang, pemanfaatan 

teknologi, serta penerapan etika organisasi melalui disiplin kerja, 

sosialisasi kode etik, dan keteladanan pimpinan. Rekomendasi hasil 

penelitian, BKPD perlu terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder, 

meningkatkan kapasitas SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 Kata Kunci: Evaluasi Kinerja; Akuntabilita; Responsivitas; 
Responsibilitas 

 ABSTRACT 

 This study aims to evaluate the performance of the Bone Bolango Regency 
Regional Finance and Revenue Agency (BKPD) based on three main 
indicators: accountability, responsiveness, and accountability. This study 
used a descriptive approach with qualitative data analysis. Data were 
collected through observation, interviews, and documentation, then 
analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. The results indicate that BKPD performance has been 
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good. In terms of accountability, BKPD has been able to achieve 
information transparency through transparent and publicly accessible 
financial reports and involve stakeholders in program planning and 
evaluation. In terms of responsiveness, BKPD has been able to provide 
rapid and appropriate responses to community needs and regulatory 
changes, and provide services based on accurate data. In terms of 
responsibility, BKPD has demonstrated compliance with central and 
regional government regulations, maintaining sustainable performance 
through strengthening human resources, long-term planning, utilizing 
technology, and implementing organizational ethics through work 
discipline, socializing the code of ethics, and exemplary leadership. The 
Regional Personnel Agency (BKPD) demonstrates compliance with central 
and regional government regulations, maintains sustainable performance 
through human resource development, long-term planning, technology 
utilization, and the implementation of organizational ethics through work 
discipline, code of ethics dissemination, and leadership role models. To 
improve performance effectiveness, the BKPD needs to continue 
strengthening coordination among stakeholders, increasing human resource 
capacity, and optimizing the use of technology in regional financial 
management. 

 Key Word: Performance Evaluation; Accountability; Responsiveness; 
Responsibility 

 

PENDAHULUAN 

Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good governance mendorong 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam hal 

akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Sulaiman et al., 2019). 

Evaluasi kinerja menjadi penting karena melalui proses ini dapat diketahui sejauh mana 

instansi pemerintah telah menjalankan tugas sesuai tujuan dan prosedur yang berlaku. 

Kinerja yang baik mencerminkan kepatuhan organisasi terhadap standar yang 

ditetapkan serta kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas secara efektif dan 

efisien. Selain itu, kinerja pegawai yang optimal akan berdampak langsung pada 

peningkatan kualitas lembaga secara keseluruhan. Namun, upaya memperbaiki kinerja 

membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan, sehingga evaluasi secara 

berkala sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi 

(Novrilia et al., 2020). 

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, visi, dan misi. Tujuan yang sama 

dalam unit kerja yang lebih kecil, dengan pernbagian kerja, dan mekanisme kerja yang 

jelas. Kinerja suatu organisasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang 

bekerja di dalamnya. Di sinilah peran sumber daya manusia dibutuhkan dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang me1aksanakan kinerjanya secara efektif 

dan efisien hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja organisasi 

sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai (Nurliana et al., 2011). 

Kinerja memiliki peranan penting bagi peningkatan kemajuan atau perubahan 
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ke arah yang lebih baik untuk pencapaian tujuan organisasi. Upaya untuk mewujudkan 

kinerja organisasi yang prima tentu bukan hal yang mudah dan harus memenuhi 

beberapa indikator. Beberapa indikator kinerja organisasi seperti yang dikemukakan 

oleh Levine (2006) dalam (Anisa Syaputri & Khairul Amri, 2023) bahwa terdapat tiga 

indikator kinerja yang terdiri dari responsicenessi responsibility dan accountabiliiy.  

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana 

kinerja organisasi atau individu dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran, 

penilaian, dan umpan balik terhadap hasil kerja serta proses kerja yang telah 

dilaksanakan. Menurut Rahmawati & Sari (2023), evaluasi kinerja berperan sebagai 

alat kontrol untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai 

dengan rencana strategis dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

Pentingnya evaluasi kinerja terletak pada fungsinya sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang objektif, baik untuk pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, maupun perbaikan sistem dan prosedur kerja. Evaluasi ini juga 

menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, 

sekaligus sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pegawai 

berdasarkan capaian kerjanya. Selain itu, dalam konteks instansi pemerintah seperti 

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, evaluasi kinerja menjadi sangat penting 

untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perwujudan prinsip good 

governance. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh dapat 

mengidentifikasi berbagai kelemahan dan potensi perbaikan, sehingga lembaga dapat 

terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal (Mulyani 

& Nugroho, 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai evaluasi kinerja yang dilakukan di 

BKPD Bone Bolango diketahui bahwa Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BKPD) Kabupaten Bone Bolango selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango 

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa Badan Keuangan 

Pemerintah Daerah (BKPD) Bone Bolango telah berupaya untuk meningkatkan kinerja 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan atau 

permasalahan yang sering dihadapi yaitu antara lain: jumlah SDM terbatas dan tidak 

berimbang dengan jumlah beban kerja yang tinggi, terbatasnya SDM yang memiliki 

latar belakang Pendidikan Keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan 
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pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasannyanya serta adanya 

tuntutan yang sangat kuat dari masyrakat untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan 

daerah dengan transparasi dan akuntabel.  

Dalam LKjIP juga peneliti mengetahui jumlah anggaran dan bagaimana 

realisasinya  yang berkaitan dengan tingkat pencapaian kinerja. Realisasi anggaran dari 

tahun 2020 – 2023 disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Capaian Kinerja BKPD Kabupaten Bone Bolango 

 
Dari data-data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa: 

1) Dengan capaian realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% setiap 

tahunnya, kinerja BKPD Kabupaten Bone Bolango dapat dijadikan sebagai 

contoh atau model praktik baik bagi daerah lain yang masih mengalami 

kesulitan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

2) Meskipun capaian kinerja sudah tinggi, evaluasi kinerja tetap penting untuk 

memastikan keberlanjutan dan konsistensi capaian tersebut, sekaligus untuk 

mengidentifikasi potensi perbaikan yang lebih rinci agar akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan publik terus meningkat. 

3) Penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana pengelolaan 

anggaran yang baik berkontribusi terhadap prinsip-prinsip good governance, 

seperti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 

Secara keseluruhan, BKPD Kabupaten Bone Bolango memiliki perencanaan 

dan realisasi anggaran yang cukup baik dengan Tingkat efektivitas tinggi dalam 

penggunaan dana. Meskipun ada variasi dalam jumlah anggaran setiap tahun, Tingkat 

pencapaian kinerja tetap berada dalam rentang yang sangat baik mencerminkan 

keuangan daerah yang stabil. Setiap tahun, capaian kinerja BKPD kabupaten bone 

bolango selalu mendekati 100% yang menunjukan bahwa realisasi anggaran hampir 

sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Kondisi diatas bagi calon peneliti sangat 

menarik karena realisasinya hampir mencapai 100%. Oleh karena itu hasil penelitian 

ini juga akan memberikan nilai manfaat pada pengelolaan kinerja keuangan di daerah 
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lainnya yang mungkin realisasinya masih berada jauh dibawah 100%. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja 

Kinerja merupakan tingkat pencapaian individu maupun organisasi dalam 

melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Kinerja tidak hanya dilihat 

dari hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan tugas (Sedarmayanti, 2021). Menurut 

Mangkunegara (2022), kinerja adalah hasil kerja dari segi kualitas maupun kuantitas 

dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, kinerja pegawai 

sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan organisasi (Tamaka, 

2020). 

Indikator Kinerja Organisasi 

Indikator kinerja organisasi merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut 

Mahmudi (2022), kinerja organisasi dapat diukur melalui indikator yang mencakup 

aspek input, proses, output, dan outcome. Indikator ini memberikan gambaran 

mengenai bagaimana sumber daya organisasi dimanfaatkan, bagaimana proses kerja 

dilakukan, dan sejauh mana hasil kerja memenuhi harapan pemangku kepentingan. 

Mahmudi (2022) menjelaskan bahwa kinerja organisasi dapat dilihat dari input, 

proses, output, dan outcome. Levine (2006) dalam Syaputri & Amri (2023) 

menekankan tiga indikator penting, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas. 

a) Responsivitas: kemampuan organisasi mengenali dan menanggapi kebutuhan 

masyarakat dengan cepat, tepat, serta sesuai aspirasi (Prasetyo, 2024). Rendahnya 

responsivitas ditandai dengan ketidakselarasan program dengan kebutuhan 

masyarakat (Novriyanti et al., 2020). 

b) Responsibilitas: sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai aturan, kebijakan, dan 

prinsip administrasi yang benar. Hal ini mencakup integritas, konsistensi, serta 

kepatuhan terhadap etika organisasi (Handoko, 2019; Harun, 2021). 

c) Akuntabilitas: tanggung jawab organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil 

kerja kepada publik melalui transparansi laporan dan keterlibatan pemangku 

kepentingan (Mardiasmo, 2018; Suharto, 2020). 

Faktor-Faktor Yang Menentukan Kinerja 

Hasil kajian Direktorat Aparatur Negara, BAPPENAS menyebutkan faktor-

faktor yang menghambat pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam 

pengelolaan administrasi keuangan daerah diantaranya, adalah kelemahan dalam 

manajemen birokrasi 
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 Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja organisasi antara lain: manajemen 

birokrasi yang lemah, penempatan SDM yang kurang tepat, keterbatasan anggaran, 

lemahnya disiplin, serta koordinasi yang belum optimal (Parampasi, 2015). Selain itu, 

efektivitas, efisiensi, otoritas, disiplin, dan inisiatif pegawai juga turut menentukan 

keberhasilan kinerja organisasi (Area, 2016). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh terkait kinerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BKPD) Kabupaten Bone Bolango. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan fokus 

penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan 

masalah secara sistematis 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian diperoleh melalui proses observasi, wawancara mendalam, dan 

studi dokumentasi pada BKPD Kabupaten Bone Bolango. Analisis difokuskan pada 

tiga aspek utama yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas. 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas mengandung kewajiban bagi instansi publik untuk 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan hasil kerja kepada 

masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (Meretah & Fakih, 2024). Pada 

BKPD Bone Bolango, akuntabilitas tercermin dalam transparansi, 

pertanggungjawaban, dan keterlibatan stakeholder. 

Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi publik yang disajikan 

melalui laporan keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang 

dibuat sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 

Laporan tersebut tidak hanya berupa formalitas, tetapi menyajikan data yang rapi, 

jelas, dan dapat diuji publik. Istilah rapi dalam hal ini merujuk pada sistem 

pelaporan yang terstruktur, mudah diakses, serta disertai bukti-bukti realisasi 

anggaran yang mendekati 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran berjalan konsisten dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. 

Pihak internal yang terlibat adalah pimpinan, pejabat struktural, dan staf 

BKPD yang mengelola perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi keuangan. Pihak 

eksternal meliputi BPK, DPRD, masyarakat, serta lembaga pengawas lainnya yang 

memiliki kepentingan dalam menilai kinerja keuangan daerah. Partisipasi dari dua 
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kelompok ini memperkuat akuntabilitas karena terdapat mekanisme saling kontrol. 

Berdasarkan wawancara, BKPD Bone Bolango melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian LKjIP sesuai regulasi. Capaian realisasi 

anggaran hampir mencapai 100% setiap tahun (2020–2023), sehingga kinerja 

BKPD dapat dijadikan model praktik baik bagi daerah lain. Namun, capaian tinggi 

ini tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar prinsip good governance yang 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat terjaga. 

2. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik menanggapi kebutuhan 

masyarakat, menyusun prioritas, serta merancang program sesuai aspirasi yang 

berkembang (Rama & Nartin, 2020). Pada BKPD Bone Bolango, responsivitas 

dinilai dari kemampuan menanggapi kebutuhan, waktu tanggap, serta kualitas 

respons. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPD mampu merespon kebutuhan 

stakeholders dengan baik, misalnya melalui dialog rutin, evaluasi kebijakan, dan 

penyesuaian SOP ketika ada perubahan regulasi. Waktu tanggap yang cepat tampak 

dari respon terhadap perubahan aturan pemerintah, yang segera disosialisasikan 

secara internal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pegawai. 

Adapun kualitas respons yang disebut “baik” dalam penelitian ini merujuk 

pada informasi yang diberikan oleh BKPD selalu lengkap, valid, sesuai regulasi, dan 

disampaikan secara transparan. Misalnya, ketika ada pertanyaan yang berada di luar 

kewenangan BKPD, pihak instansi tetap memberikan arahan jelas ke lembaga yang 

tepat, bukan sekadar menolak. Hal ini membuktikan komitmen BKPD dalam 

menjaga kepercayaan publik, sekaligus memperlihatkan konsistensi terhadap 

prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan. 

Namun, responsivitas ini juga menghadapi hambatan, antara lain 

keterbatasan SDM dengan latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi, serta 

rendahnya motivasi sebagian pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Faktor ini 

membuat beban kerja tidak seimbang dan menuntut adanya strategi penguatan 

kapasitas aparatur. 

3. Responsibilitas 

Responsibilitas menekankan pada kesesuaian penyelenggaraan 

pemerintahan dengan hukum, prosedur, dan etika pelayanan publik (Harun, 2021; 

Amalia & Fauzan, 2022). Di BKPD Bone Bolango, responsibilitas diwujudkan 

melalui kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan kinerja, serta penerapan nilai-

nilai organisasi. 
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Kepatuhan terhadap regulasi terlihat dari konsistensi BKPD dalam 

melakukan pembaruan SOP, pemanfaatan sistem digital, serta pelaksanaan 

sosialisasi rutin terkait aturan baru. Pelaksanaan tugas juga diawasi melalui evaluasi 

internal dan pengawasan berjenjang, sehingga setiap pegawai dipastikan memahami 

prosedur kerja sesuai regulasi yang berlaku. 

Keberlanjutan kinerja dijaga melalui perencanaan strategis, efisiensi 

penggunaan anggaran, serta penguatan kapasitas SDM. Data menunjukkan bahwa 

setiap tahun realisasi anggaran mendekati 100%, yang menandakan stabilitas 

keuangan daerah serta disiplin organisasi dalam mematuhi peraturan. Hal ini juga 

diperkuat dengan budaya kerja yang produktif, didukung pembinaan dan 

pengawasan perilaku pegawai secara konsisten. 

Selain aspek administratif, BKPD juga menekankan penerapan etika 

pelayanan publik. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab ditanamkan 

melalui pembinaan serta integrasi nilai organisasi dalam kegiatan sehari-hari. 

Dengan demikian, responsibilitas BKPD Bone Bolango tidak hanya berorientasi 

pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kesadaran moral bahwa mereka mengelola 

keuangan masyarakat yang harus dijalankan dengan akuntabel dan penuh tanggung 

jawab. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Keuangan 
dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango secara umum sudah berjalan 

dengan baik, yang tercermin dari aspek akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas. 

1. Akuntabilitas ditunjukkan melalui transparansi pelaporan kinerja, keterbukaan 

informasi publik, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan 

evaluasi program. 

2. Responsivitas tercermin dari kemampuan BKPD dalam menanggapi kebutuhan 

masyarakat dan perubahan regulasi secara cepat, tepat, dan berbasis data, dengan tetap 

menjaga kualitas pelayanan. 

3. Responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pembaruan SOP, 

pemanfaatan sistem digital, penguatan SDM, serta penerapan nilai integritas dan etika 

pelayanan publik. 

Secara keseluruhan, BKPD Bone Bolango mampu menjaga stabilitas kinerja 

organisasi, realisasi anggaran yang optimal, serta budaya kerja yang akuntabel dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah diterapkan secara konsisten. 
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